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Belum Dapat Dijelaskan Oleh Pengelola Aset

kata Gubernur, Kamis (27/6/2013).
Saat ini lanjut Gubernur, Pemprov
Sulteng baru membentuk tim untuk
melakukan sensus dan inventa-
risasi aset daerah. Gubernur juga
telah menyusun rencana perbaikan
manajemen pengelolaan aset, salah
satunya dengan melibatkan BPKP
dalam mengelola aset tersebut.

“Selama ini belum pernah dibuat
laporan barang milik daerah atau
LBMD. Ini baru pertama kali LBMD
dibuat. Semoga kedepan penge-
loaan aset lebih baik dan opini yang
disampaikan BPK tidak lagi dengan
catatan-catatan,” kata Gubernur
Optimis. a3

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi
Sulteng masih harus melakukan eva-
luasi total terhadap pengelolaan aset
di tingkat Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Karena ternyata ma-
sih sekitar Rp5 miliar aset Pemprov
masih tercecer yang tersebar di 27
SKPD.

Hal itu berdasarkan data Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Sulteng, yang mencatat
bahwa aset Pemprov yang belum
dilakukan Klarifikasi dari aset tetap
belum dapat dijelaskan oleh pen-
gelola aset atas selisih lebih pada
puluhan SKPD. Anggarannya pun,
mencapai Rp5,10 miliar yang belum
dijelaskan penggunaannya.

Seharusnya, temuan itu tidak
perlu terjadi apalagi baru-baru ini
Pemprov Sulteng lewat penilaian
BPK Perwakilan Sulteng mempero-
leh opini wajar tanpa pengecualian

(WTP). Olehnya, dibutuhkan kese-
riusan aparat birokrasi di tingkat
SKPD untuk melakukan pembena-
han terhadap pengelolaan aset di
wilayahnya masing-masing.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan -
dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov -

Sulteng, Rahman yang dihubungi

melalui telepon genggamnya pada

suatu kesempatan, mengatakan, be-
lum banyak memberikan keterangan
sekaitan dengan itu. Ia hanya menga-
takan kalau pihak BPKAD masih te-
rus melakukan pencocokan terhadap
aset di wilayah SKPD. Memang diak-
uinya, bahwa saat ini masih banyak
kekurangan dalam pengelolaan aset,
meski telah dilakukan perbaikan.

Bahkan, hal itu telah mendapat
pujian dari BPK Perwakilan Sulteng
bahwa pengelolaan aset Pemprov
Sulteng telah mengalami kemajuan.
Mulai dari masalah administrasi
maupun pengelolaannya.

Sekadar diketahui, berdasarkan
saldo awal aset tetap menurut ner-
aca disajikan sebesar Rp3,67 triliun,
sedangkan saldo awal menurut la-
poran barang milik daerah sebesar
Rp3,3 triliun.

Sebelumnya, hasil pemeriksaan
LKPD Provinsi Sulteng Tahun 2012
menunjukkan bahwa masih terdapat
kelemahan dalam implementasi
sistem pengendalian intern seban-
yak 4(empat) temuan pemeriksaan
dan ketidakpatuhan pada peraturan
perundangan-undangan sebanyak
7(tujuh) temuan pemeriksaan.

Dalam LHP BPK RI Perwakilan

... sambungan dari hal. 1

Sulteng menyebutkan, salah satu
kelemahan SPI adalah aset lain-
lain yang berasal dari reklasifik-
asi aset tetap, belum seluruhnya
teridentifikasi.

BPK menilai saldo awal aset tetap
menurut Neraca disajikan senilai
Rp3,67 triliun, sedangkan saldo awal
menurut LBMD dilaporkan senilai
Rp3,34 triliun. Sehingga terdapat
selisih sebesar Rp330,19 miliar, yang
terdiri selisih lebih 'Neraca diban-
ding LBMD senilai Rp438,50 miliar,

/dan selisih kurang senilai Rp108,30
miliar.

Penelusuran dan penjelasan selisih
antara nilai aset dalam Neraca den-
gan LBMD dilakukan oleh Pengelola
Aset dan dievaluasi oleh Inspektorat
Provinsi Sulawesi Tengah sesuai
dengan laporan Nomor 708/42.1/
LHE/PST/RHS/V/13/Itda Tanggal
29 April 2013. Hasil penelusuran dan
inventarisasi ditemukan aset tetap
senilai Rp433,39 miliar. BPK hanya
melakukan pemeriksaan kebenaran
dan kelengkapan dokumen serta
menguji keberadaan beberapa aset
yang telah ditelusuri, namun tidak
melakukan pemeriksaan fisik secara
keseluruhan atas keberadaan aset
yang dijelaskan tersebut.

Sampai berakhirnya pemeriksaan,
saldo Aset Lain-Lain yang direklasi-
fikasi dari Aset Tetap belum dapat
dijelaskan oleh Pengelola Aset atas
selisih lebih pada 27 SKPD sebesar
Rp5,10 miliar dan selisih kurang
pada 30 SKPD sebesar Rp6,12 mi-
liar. Nt
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Masalah Aset Belum Ditindaklanjuti!

PALU, MERCUSUAR-
Gubernur Longki Djanggola
mengakui permasalahan aset
yang menjadi temuan BPK
belum ditindaklanjuti.

Pengakuan Gubernur itu
disampaikan dalam paripur-
na DPRD Provinsi (Deprov)
Sulteng, dengan agenda men-
dengarkan jawaban Gubernur
atas pandangan umum fraksi

INGAT BUKAN MILIK PRIBAM

terkait laporan pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD
2012.

“Saya menyampaikan te-
rimakasih atas pernyataan

jujur fraksi menyambut posi-
tif kinerja pemerintah dalam
pengelolaan keuangan, se-
hingga mendapat opini wa-
jar tanpa pengecualian dari
BPK. Perlu kami sampaikan,
seluruh rekomendasi dan te-
muan BPK telah kami tindak-
lanjuti kecuali permasalahan

Baca ASET di hal.11




